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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN INKLUSIF DALAM LAYANAN
PERTANAHAN UNTUK KELOMPOK LANJUT USIA
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung)

Oleh
ADELIA ANJANI

Pelayanan publik yang inklusif merupakan wujud tanggung jawab pemerintah
dalam menjamin kesetaraan akses layanan bagi seluruh masyarakat, termasuk
kelompok lansia. Namun, berdasarkan KemenPANRB 2024, kelompok rentan
masih mengalami hambatan dalam pelayanan publik. Kondisi tersebut juga
diperkuat oleh laporan Ombudsman RI Perwakilan Lampung 2024 yang
menyatakan bahwa pelayanan publik di Provinsi Lampung memiliki hambatan,
dalam aspek infrastruktur dan penerapan prinsip inklusivitas bagi kelompok
rentan, termasuk lansia. Menariknya, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
memperoleh predikat Top 20 Kampanye Publik Akselerasi Pelayanan Publik
Inklusif 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Pencapaian
tersebut menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan yang memiliki empati dan
perhatian terhadap kebutuhan serta keterbatasan kelompok lanjut usia dalam
mewujudkan pelayanan pertanahan yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi kepemimpinan inklusif dalam layanan pertanahan di
Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data
berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pimpinan, pegawai,
Yayasan Langit Sapta, serta masyarakat kelompok lansia. Analisis penelitian
mengacu pada teori kepemimpinan inklusif Randel et al. (2018) yang mencakup
dimensi rasa diterima, keunikan individu, dan keseimbangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada dimensi rasa diterima, pimpinan dan aparatur
menciptakan suasana pelayanan yang ramah lansia tetap dilayani serta di fasilitasi
sesuai kebutuhanya sehingga kelompok lansia merasa dihargai dan nyaman.
Keunikan individu, pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan
lansia seperti disediakan jalur kursi roda dan pelayanan satu meja. Sementara itu,
pada dimensi keseimbangan, pimpinan menjaga keselarasan antara kepatuhan
terhadap regulasi dan kemudahan akses layanan melalui kolaborasi dengan
Yayasan Langit Sapta. Meskipun demikian, pemanfaatan layanan oleh kelompok
lanjut usia masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan layanan yang
berkelanjutan.

Kata kunci: kepemimpinan inklusif, pelayanan pertanahan, layanan inklusif,
lansia



ABSTRACT

The Implementation of Inclusive Leadership in Land Administration Services for
the Elderly
(A Study at the Land Office of Bandar Lampung City)

By
ADELIA ANJANI

Inclusive public services represent the government’s responsibility to ensure
equal access to services for all members of society, including older adults.
However, according to the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform
(KemenPANRB) in 2024, vulnerable groups still experience various obstacles in
accessing public services. This condition is further reinforced by a 2024 report
from the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Lampung Representative
Office, which states that public services in Lampung Province face challenges
related to infrastructure and the implementation of inclusivity principles for
vulnerable groups, including the elderly. Interestingly, the Land Office of Bandar
Lampung City received the Top 20 Award for the 2024 Inclusive Public Service
Acceleration Public Campaign organized by the Ministry of Administrative and
Bureaucratic Reform. This achievement highlights the importance of leadership
that demonstrates empathy and attention to the needs and limitations of older
adults in realizing inclusive land services. This study aims to analyze the
implementation of inclusive leadership in land services at the Land Office of
Bandar Lampung City. The research employs a qualitative method with a
descriptive approach, using data collection techniques such as interviews,
observation, and documentation involving leaders, employees, the Langit Sapta
Foundation, and elderly community members. The analysis refers to the inclusive
leadership theory proposed by Randel et al. (2018), which consists of the
dimensions of feeling of belongingness, uniqueness, and balance.The findings
show that in the dimension of feeling of belongingness, leaders and staff create a
senior-friendly service environment by continuing to serve and facilitate older
adults according to their needs, allowing them to feel respected and comfortable.
In the dimension of uniqueness, services are adjusted to the needs and limitations
of older adults, such as the provision of wheelchair-accessible pathways and one-
stop service counters. Meanwhile, in the dimension of balance, leaders maintain
harmony between regulatory compliance and ease of access to services through
collaboration with the Langit Sapta Foundation. Nevertheless, the utilization of
these services by older adults still needs to be improved through sustainable
service development.

Keywords: inclusive leadership, land administration services, inclusive services,
elderly.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara negara
yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau
kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan
(Rosmayanti & Saidi, 2022:3). Pemerintah sebagai penyelenggara negara
memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar
warga negara dan menciptakan keadilan sosial. Pemerintahan yang baik tidak
hanya ditentukan oleh efektivitas struktur birokrasi, namun juga oleh sejauh mana
pemerintahan mampu hadir dan berpihak pada kelompok-kelompok rentan, seperti
penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas lainnya
(Hanifah & Fatimah, 2024:590). Untuk memastikan hal ini, dibutuhkan
implementasi kepemimpinan inklusif yang mendorong pimpinan dan pegawai
dalam merancang, mengarahkan, dan melaksanakan pelayanan publik yang adil

serta ramah terhadap seluruh lapisan masyarakat (Rachmawati & Sari, 2022:156).

Namun pada kenyataannya, akses pelayanan publik bagi kelompok lansia masih
belum optimal. Kementerian PANRB (2024) menyebutkan bahwa kelompok
rentan termasuk lansia masih menghadapi hambatan kompleks dalam mengakses
layanan publik, termasuk hambatan fasilitas fisik dan stigma sosial. Hal ini juga
diperkuat oleh laporan Ombudsman RI Perwakilan Lampung 2024 yang
menyatakan bahwa pelayanan publik di Provinsi Lampung memiliki hambatan,
dalam aspek infrastruktur dan penerapan prinsip inklusivitas bagi kelompok
rentan, termasuk lansia. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah sangat penting

dalam memastikan bahwa kebutuhan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan



pelayanan yang sama dan setara. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan
kebijakan pemerintah yang mendukung pemenuhan pelayanan. Hal ini juga
disebutkan oleh Pramashela & Rachim, (2021:225) bahwa setiap warga negara
berhak mendapatkan hak untuk dilayani karena kedudukannya sebagai Warga
Negara Indonesia, adapun hak ini wajib diberikan tanpa membedakan kondisi
fisik individunya. Oleh karena itu, perlunya layanan inklusif yang mampu
menjamin kesetaraan akses bagi semua kelompok masyarakat, termasuk

penyandang disabilitas, agar hak-hak mereka dapat terpenuhi secara adil.

Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, pimpinan memiliki tanggung jawab untuk melakukan
pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari
penanggung jawab. Dilanjutkan pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa
pelaksana pelayanan publik adalah tugas pejabat yang bekerja di dalam organisasi
dengan tugas melaksanakan tindakan pelayanan publik. Sehingga Pembina harus
memastikan pelaksanaan pelayanan publik berjalan efisien, efektif dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat (Satria, 2023:45). Pelaksanaan pelayanan publik
merupakan komitmen negara terhadap pemenuhan pelayan publik juga harus
memenuhi hak-hak kelompok rentan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya
Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Ramah Kelompok Rentan, yang menjadi acuan bersama dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang berbasis inklusif dan adil untuk semua (Kemenpan RB,
2024).

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Pertanahan menjadi landasan operasional bagi seluruh kantor pertanahan di
Indonesia untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat keberhasilan regulasi ini bergantung pada implementasi
kepemimpinan inklusif di mana pimpinan bertanggung jawab memastikan
prosedur layanan dijalankan secara efektif, pegawai memahami prinsip

inklusivitas, dan hambatan bagi kelompok rentan diminimalkan.



Merespons kebutuhan tersebut, sejumlah kementerian telah mengembangkan
inovasi berbasis inklusi, antara lain Kementrian Agrarian Tata Ruang melalui
layanan prioritas, Kementerian Sosial melalui program Asistensi Rehabilitasi
Sosial (ATENSI) untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia Kementerian
Perhubungan dengan program peningkatan aksesibilitas transportasi umum
melalui fasilitas ramah disabilitas di stasiun dan terminal serta Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pengembangan Satuan

Pendidikan Inklusif di berbagai jenjang (Kemenpan RB 2024).

Berbagai Kantor Pertanahan di Indonesia mulai mengembangkan inovasi
pelayanan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok rentan. Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut menjadi
salah satu kementerian yang memperoleh pengakuan nasional atas inisiatif
inklusifnya. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemenko PMK yang "memastikan
keadilan dan kesetaraan akses layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat,
tanpa terkecuali" (Kemenko PMK, 2024). Badan Pertanahan Nasional (BPN)
sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pertanahan
telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui

berbagai reformasi birokrasi.

Berdasarkan Top 20 Kampanye Publik Akselerasi Pelayanan Publik Inklusif
Tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian PANRB, Kantor Pertanahan Kota
Bandar Lampung. Menjadi satu-satunya unit kerja pertanahan yang berhasil
masuk dalam 20 besar praktik pelayanan publik inklusif terbaik tahun 2024, versi
dokumen resmi Kampanye Publik Akselerasi Pelayanan Publik Inklusif yang
diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB). Pengakuan ini diberikan atas inisiatif “Transformasi
Layanan Prioritas menjadi Layanan Inklusif” yang dijalankan oleh Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung sementara kantor-kantor pertanahan lainnya di
provinsi ini, seperti Tengah, Selatan, dan Tanggamus, tidak tercantum dalam
daftar (Kementerian PANRB, 2024). Namun demikian, capaian positif tersebut



masih perlu dilihat dari sisi pemanfaatan layanan oleh kelompok rentan di

lapangan.

Implementasi kepemimpinan inklusif di Kantor Pertanahan Kota Bandar
Lampung telah mewujud secara nyata dengan menjalin kemitraan dengan
Yayasan Langit Sapta, Kemitraan ini menjadi salah satu bentuk konkret dari
implementasi kepemimpinan inklusif, sebagai bagian dari upaya meningkatkan
layanan pertanahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok
rentan (RRI1,2025). Yayasan Langit Sapta merupakan organisasi sosial yang
berfokus pada pemberdayaan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas,
Lansia, masyarakat miskin, serta kelompok marginal lainnya di wilayah Kota
Bandar Lampung. Yayasan Langit Sapta menjadi mitra kolaborasi dengan Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan layanan yang inklusif
Peran utama Yayasan Langit Sapta dalam kolaborasi ini adalah sebagai fasilitator
komunikasi antara petugas pertanahan dan masyarakat penyandang disabilitas,
terutama penyandang tunarungu dan tunawicara. Melalui tenaga penerjemah
bahasa isyarat dan relawan sosial, yayasan membantu proses komunikasi dalam
kegiatan layanan pertanahan seperti pembuatan sertipikat dan konsultasi

pertanahan.

Selain itu upaya dalam mengimplementasikan nilai-nilai inklusivitas, Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung memiliki berbagai inovasi layanan, salah
satunya adalah LANTAH (Layanan antar sertipikat) Inovasi ini dirancang khusus
untuk memudahkan kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas,
agar tetap bisa mendapatkan pelayanan prima tanpa harus terkendala hambatan
fisik saat memasuki gedung kantor. Namun, keberhasilan inovasi ini tentu tidak
lepas dari bagaimana gaya kepemimpinan inklusif diterapkan dalam mengelola
sumber daya manusia dan sistem layanannya Untuk memahami sejauh mana
penerapan layanan pertanahan yang inklusif di Kota Bandar Lampung, diperlukan
gambaran mengenai kondisi kelompok rentan dan jumlah pengguna layanan
inklusif yang telah memanfaatkan program tersebut.



Tabel 1. Data Kelompok Rentan dan Pengguna layanan inklusif Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Aspek Data/Kondisi
Populasi Kota 1.073.451 Jiwa
BPS (2024)
Kelompok Rentan 2.275 Jiwa Kelompok Rentan
BPS (2024)
Pengguna Layanan Inklusif Sebanyak 164 orang telah memanfaatkan
Kantor Pertanahan Kota Bandar layanan pertanahan inklusif, terdiri dari
Lampung 136 orang lansia dan 28 penyandang
disabilitas

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
(2025)

Sumber:BPS 2024 & Kantor Pertanahan kota Bandar Lampung 2025 (diolah
oleh Penulis 2025)

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, tercatat
sebanyak 164 orang telah memanfaatkan layanan pertanahan inklusif, yang terdiri
atas 136 lansia dan 28 penyandang disabilitas. Jumlah tersebut masih relatif kecil
dibandingkan dengan total kelompok rentan di Kota Bandar Lampung yang
mencapai 2.275 jiwa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya
penyediaan layanan inklusif dengan tingkat pemanfaatannya oleh kelompok
rentan. Di sisi lain, kelompok lansia tercatat sebagai pengguna terbanyak layanan
pertanahan inklusif di Kota Bandar Lampung. Hal ini menggambarkan bahwa
kebutuhan akan layanan pertanahan yang ramah terhadap lansia cukup tinggi.
Lansia merupakan bagian dari kelompok yang memerlukan perhatian khusus
dalam proses pelayanan publik, baik karena faktor usia maupun keterbatasan fisik
yang dimiliki. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan pada kelompok lansia
sebagai kelompok rentan yang paling banyak memanfaatkan layanan pertanahan

inklusif di Kota Bandar Lampung.



Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan yang memiliki empati
dan perhatian terhadap kebutuhan serta keterbatasan kelompok lanjut usia dalam
mewujudkan pelayanan pertanahan yang inklusif, terbuka, dan mudah diakses
oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implementasi kepemimpinan inklusif dalam layanan

pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Pada penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang
menggunakan judul yang sama persis dengan penelitian yang dilakukan.
Meskipun demikian, penulis tetap mengangkat sejumlah penelitian terdahulu
yang dianggap relevan guna memperkaya referensi dan landasan kajian dalam

penelitian ini.

1. Subhi,A.D. & Praningrum (2023) Pengaruh Kepemimpinan Inklusif dan
Tuntutan Pekerjaan terhadap Kesehatan Mental Karyawan PT. Sinar Bengkulu
Selatan Dimediasi oleh Keterikatan Kerja
Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan inklusif berpengaruh positif
terhadap kesehatan mental dan keterikatan kerja karyawan. Sebaliknya,
tuntutan pekerjaan tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap
kesehatan mental, namun berpengaruh negatif terhadap keterikatan Kkerja.
Keterikatan kerja sendiri terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang
mampu memperkuat pengaruh kepemimpinan inklusif terhadap kesehatan
mental, sekaligus menjelaskan hubungan negatif antara tuntutan pekerjaan dan
kesehatan mental. Dengan menggunakan metode Kkuantitatif pada 126
karyawan, penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan inklusif menjadi
faktor penting dalam menjaga kesehatan mental dan produktivitas karyawan.
Prinsip-prinsip kepemimpinan inklusif yang menekankan keterbukaan,
penerimaan, dan partisipasi tidak hanya relevan di dunia korporasi, tetapi juga
dapat diterapkan dalam konteks pelayanan publik, termasuk sektor pertanahan,
untuk memperkuat keterikatan kerja, meningkatkan kinerja organisasi, serta

menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan inklusif.



2. Andani,R.W.N. & Wibawa,A.M.I. (2022) Pengaruh Kepemimpinan Inklusif
terhadap Perilaku Inovatif Karyawan Dimediasi oleh Perceived
Organizational Support
Penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan inklusif berpengaruh positif
dan signifikan terhadap perilaku inovatif karyawan. Selain itu, kepemimpinan
inklusif juga meningkatkan Perceived Organizational Support (POS), yang
pada gilirannya berpengaruh positif terhadap perilaku inovatif karyawan.
Dengan menggunakan metode kuantitatif melalui path analysis pada 44
karyawan 70° Fahrenheit Koffie Jimbaran, penelitian ini menemukan bahwa
POS berperan sebagai variabel mediasi penting dalam memperkuat hubungan
antara kepemimpinan inklusif dan perilaku inovatif. Hasil penelitian
menegaskan bahwa dukungan nyata dari organisasi dan gaya kepemimpinan
yang terbuka, menghargai, serta mendukung perbedaan mampu mendorong
kreativitas dan inovasi karyawan. Meskipun dilakukan di sektor bisnis jasa,
prinsip kepemimpinan inklusif yang menekankan pemberdayaan, partisipasi,
dan dukungan organisasi tetap relevan untuk diterapkan pada pelayanan
publik, termasuk di bidang pertanahan, guna memperkuat budaya inovasi,
meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan lingkungan kerja yang
inklusif.

3. Nuruddin,M.M. Hidayatulloh,R. & Budiman,S.R. (2025) Pengembangan
Kepemimpinan Inklusif dalam Pendidikan Islam di Era 5.0: Meningkatkan
Kolaborasi Digital antara Sekolah, Pesantren, dan Masyarakat
Penelitian ini menyoroti urgensi pengembangan kepemimpinan inklusif dalam
lembaga pendidikan Islam untuk merespons tantangan Era 5.0 yang ditandai
oleh transformasi digital dan meningkatnya partisipasi publik. Dengan
pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka, hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepemimpinan inklusif yang didukung teknologi digital
mampu memperkuat sinergi antar sekolah, pesantren, dan masyarakat.
Karakteristik kepemimpinan ini mencakup keterbukaan, partisipasi aktif,
musyawarah, serta penerapan nilai-nilai Islam sebagai fondasi etis. Teknologi

digital berperan penting dalam mempercepat komunikasi, koordinasi, serta



pengambilan keputusan kolektif melalui platform daring, sekaligus
meningkatkan keterlibatan ~masyarakat dalam pendidikan. Walaupun
menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi
digital, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kepemimpinan inklusif
dengan kolaborasi digital dapat menciptakan pendidikan yang lebih responsif,
partisipatif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Prinsip ini tetap relevan
untuk sektor pelayanan publik, termasuk pertanahan, terutama dalam
menciptakan tata kelola yang transparan, kolaboratif, dan adaptif terhadap

perubahan teknologi.

. Ridwan. Dja’far,M.A. Savitri,S. & Wulandari,W. (2024) Membangun
Kepemimpinan Inklusif Kaum Muda di Kota Depok

Penelitian ini berbasis pada kegiatan pengabdian masyarakat melalui Pelatihan
Kepemimpinan Inklusif bagi Pemuda Lintas Agama di Depok. Tujuan
utamanya adalah membentuk perspektif baru tentang kepemimpinan sekaligus
mendorong lahirnya aturan dan kebijakan yang adil untuk merespons
meningkatnya tren intoleransi di Indonesia. Dengan pendekatan andragogi,
pelatihan melibatkan 25 peserta muda lintas agama yang aktif dalam kegiatan
sosial-keagamaan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan,
keterampilan kepemimpinan, serta kesadaran peserta mengenai pentingnya
inklusi, toleransi, dan kolaborasi lintas identitas. Strategi kepemimpinan
inklusif dalam pelatihan ini menekankan enam karakteristik utama: komitmen
yang dapat dilihat, kerendahan hati, kesadaran akan bias, rasa ingin tahu,
kecerdasan budaya, dan kolaborasi efektif. Pelatihan ini terbukti berhasil
mendorong lahirnya calon pemimpin inklusif yang mampu membangun
masyarakat toleran dan damai. Prinsip-prinsip kepemimpinan inklusif yang
diterapkan dalam konteks lintas agama juga relevan bagi sektor publik,
termasuk pertanahan, khususnya dalam menciptakan tata kelola yang adil,

transparan, partisipatif, serta tanggap terhadap keragaman social.



5. Kadir,E. Pio,R.J. & Tamengkel,L.F. (2025) Peran Kepemimpinan Inklusif
dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja Karyawan pada Toko Immanuel Group
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji peran
kepemimpinan inklusif terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepemimpinan inklusif di Toko Immanuel Group belum
sepenuhnya terimplementasi. Hal ini tercermin dari pemilik usaha yang kurang
objektif dalam bersikap, tidak memahami prinsip kepemimpinan inklusif, serta
lemahnya penerapan keadilan dalam sistem gaji/insentif. Selain itu, pemimpin
kurang komunikatif, tidak transparan, serta tidak menetapkan standar kerja
yang jelas, sehingga menurunkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas karyawan.
Temuan penelitian ini menekankan bahwa kepemimpinan inklusif yang
menekankan pada penghargaan terhadap keberagaman, kepedulian terhadap
kebutuhan karyawan, dan keterbukaan komunikasi merupakan kunci penting
untuk meningkatkan kepuasan kerja serta Kkinerja organisasi. Walaupun
penelitian ini dilakukan pada sektor bisnis ritel, prinsip kepemimpinan inklusif
tetap relevan diterapkan dalam pelayanan publik, termasuk di sektor
pertanahan, untuk menciptakan tata kelola yang adil, transparan, serta mampu
meningkatkan kepuasan dan komitmen pegawai.

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terlihat bahwa lebih
banyak berfokus pada penerapan kepemimpinan inklusif di sektor non-
pemerintahan, seperti perusahaan, lembaga pendidikan, maupun organisasi sosial.
Penelitian-penelitian tersebut juga umumnya menitikberatkan pada variabel-
variabel seperti perilaku inovatif, kesehatan mental, atau kepuasan Kkerja
karyawan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini
memfokuskan Implementasi kepemimpinan inklusif dalam konteks instansi
pemerintah, khususnya Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, dengan
pendekatan kualitatif deskriftip untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai
inklusivitas diterapkan dalam penyelenggaraan layanan pertanahan yang ramah

kelompok rentan.



1.2 Rumusan Masalah
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Berdasarkan pada identifikasi masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka

peneliti merumuskan masalah:

Bagaimana penerapan kepemimpinan inklusif di Kantor Pertanahan Kota Bandar

Lampung dalam mewujudkan layanan pertanahan yang inklusif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kepemimpinan inklusif

yang diterapkan dalam layanan pertanahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka dapat di ketahui manfaat dari
penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan
dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya dalam aspek kepemimpinan
inklusif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepemimpinan yang
bersifat terbuka dan partisipatif mampu menciptakan lingkungan kerja yang
menghargai keberagaman, memastikan setiap individu memiliki kesempatan
yang setara untuk berkontribusi, serta mendorong terwujudnya pelayanan
publik yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi kelompok lansia.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam memperkuat praktik kepemimpinan

inklusif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif.
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Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai contoh bagi instansi lain agar lebih
terbuka terhadap kerja sama lintas sektor, serta lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang setara dan dapat

diakses oleh semua kalangan.



. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Implementasi

Implementasi adalah tahap penerapan kebijakan, strategi, atau rencana kerja
ke dalam praktik nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut
Sutopo (2017:45), implementasi melibatkan serangkaian tindakan yang
memastikan kebijakan atau strategi dapat diwujudkan secara efektif di
lapangan. Proses ini juga menuntut koordinasi antarunit organisasi dan
penyesuaian prosedur agar sesuai dengan konteks nyata di masyarakat. Dalam
pelayanan publik, implementasi menjadi langkah penting untuk
menjembatani antara kebijakan normatif dan layanan yang dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat, sehingga tujuan kebijakan benar-benar tercapai.

Dewi & Suparno (2020:78) menekankan bahwa implementasi harus
mempertimbangkan kesesuaian antara kebijakan dengan kondisi nyata di
lapangan, termasuk aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa
diskriminasi. Implementasi yang baik juga melibatkan pemantauan dan
evaluasi secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas layanan serta
melakukan perbaikan bila diperlukan. Hal ini penting agar setiap individu,
termasuk kelompok rentan, dapat memperoleh pelayanan yang optimal dan

merata.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa implementasi
adalah proses penerapan kebijakan ke dalam tindakan nyata agar tujuan

tercapai secara efektif. Dalam pelayanan publik, implementasi mencakup
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upaya mewujudkan kebijakan yang adil, inklusif, dan dapat diakses oleh
seluruh lapisan masyarakat.

2.2 Tinjauan Kepemimpinan Inklusif

2.2.1 Definisi Kepemimpinan Inklusif

Kepemimpinan adalah sebuah proses sosial yang strategis dan multifaset di
mana seorang individu, sebagai pemimpin, memiliki peran sentral dalam
menggerakkan organisasinya menuju pencapaian tujuan bersama. Apriani
(2015:110) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan inti dari
manajemen, dan manajemen merupakan bagian dari administrasi. la juga
menambahkan bahwa peran pemimpin adalah untuk mengarahkan kekuatan,
sebagai motivator, pelindung, pelayan, dan bertanggung jawab atas setiap
aktivitas organisasional. Hal ini diperkuat oleh Siregar & Priyatmono
(2025:364), yang menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses
sosial di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu lainnya

untuk mencapai tujuan bersama.

Di sisi lain, Febiana, dkk. (2025:74), menekankan bahwa pemimpin adalah
individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan
orang lain menuju pencapaian tujuan bersama. Kepemimpinan adalah proses
atau cara di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan membimbing
bawahannya Lebih dari sekadar jabatan struktural, kepemimpinan menuntut
kepekaan terhadap dinamika kelompok, kemampuan komunikasi yang efektif,
serta keterampilan dalam membangun kepercayaan. Dalam konteks
organisasi modern, kepemimpinan juga dituntut untuk adaptif terhadap

perubahan serta mampu membina kerja sama lintas sektor.

Menurut Bourke & Dillon (2016:17), kepemimpinan inklusif merupakan

pendekatan kepemimpinan yang menekankan pentingnya merangkul
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keberagaman, menciptakan rasa aman, serta memberikan ruang partisipasi
yang setara bagi seluruh anggota organisasi, termasuk kelompok rentan.
Kepemimpinan inklusif ditandai dengan enam sifat utama (six signature
Selain itu, Salwa, dkk., (2024:127) menambahkan bahwa kepemimpinan
inklusif dan partisipatif dapat meningkatkan kinerja organisasi sekaligus
mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar. Gaya kepemimpinan ini
memperkuat legitimasi kebijakan publik dan meningkatkan kualitas
pelayanan, khususnya bagi kelompok rentan. Dengan pendekatan inklusif,
pemimpin mampu menciptakan keputusan yang lebih adil dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih

efektif dan diterima oleh semua pihak.

Kepemimpinan inklusif merupakan pendekatan kepemimpinan yang berfokus
pada keterlibatan seluruh anggota organisasi tanpa memandang perbedaan
latar belakang, kemampuan, maupun status sosial. Pemimpin inklusif
berusaha menciptakan suasana kerja yang saling menghargai, di mana setiap
individu diberi  kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta
berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama. Selain itu, kepemimpinan
ini menumbuhkan rasa saling percaya, mengedepankan empati, serta
mendorong kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian,
kepemimpinan inklusif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan

lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan sosial. (Wibisana, 2025: 59)

Kepemimpinan inklusif merupakan gaya kepemimpinan yang menempatkan
nilai-nilai keterbukaan, empati, dan kesetaraan sebagai dasar dalam
mengelola organisasi. Pemimpin inklusif berupaya menciptakan lingkungan
kerja yang aman secara psikologis, di mana setiap individu merasa diterima
dan dihargai tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, gender, maupun
kondisi fisik (Kanya & Johan, 2025:138). Pendekatan ini menuntut pemimpin
untuk mampu mendengarkan, menghargai pandangan berbeda, dan
memberikan ruang bagi semua anggota untuk berpartisipasi aktif dalam
proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, kepemimpinan inklusif tidak

hanya membangun hubungan yang harmonis di antara anggota organisasi,
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tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas yang menjadi

fondasi utama dalam pencapaian tujuan bersama.

Lebih lanjut, kepemimpinan inklusif dipandang sebagai strategi efektif
dalam mengelola keberagaman di lingkungan kerja modern. Pemimpin yang
inklusif memandang keberagaman bukan sebagai hambatan, melainkan
sebagai potensi yang dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan
inovasi organisasi (Sun, Zhang, & Peterson, 2024:41). Melalui komunikasi
yang terbuka dan sikap saling menghormati, pemimpin inklusif mampu
membangun kepercayaan dan mendorong anggota untuk mengekspresikan
ide-idenya tanpa rasa takut. Dengan demikian, konsep kepemimpinan
inklusif tidak hanya relevan dalam konteks organisasi publik maupun
swasta, tetapi juga menjadi kunci dalam menciptakan budaya kerja yang
adaptif, kolaboratif, dan berkeadilan.

2.2.2 Fungsi Kepemimpinan inklusif

Kepemimpinan inklusif memiliki peran strategis dalam menciptakan
lingkungan organisasi yang terbuka, adil, dan menghargai keberagaman,
sehingga setiap individu dapat berpartisipasi secara maksimal dan merasa
dihargai. Fungsi utama dari kepemimpinan inklusif adalah menciptakan
lingkungan yang aman dan terbuka, di mana anggota organisasi dapat
menyampaikan ide, pendapat, atau kritik tanpa rasa takut akan diskriminasi
atau penolakan (Aini, 2022:225). Lingkungan yang aman ini memungkinkan
setiap anggota untuk berkontribusi secara optimal dan meningkatkan rasa
percaya diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu,
kepemimpinan inklusif juga mendorong terciptanya partisipasi aktif dan rasa
memiliki di antara anggota organisasi, karena pemimpin secara konsisten
mendengarkan, menghargai masukan, serta memperhatikan keberagaman
kebutuhan dan latar belakang individu (Dewi, 2025:115). Fungsi ini penting
untuk memperkuat komitmen anggota terhadap tujuan organisasi sekaligus

meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
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Selain meningkatkan Kketerlibatan anggota, kepemimpinan inklusif juga
berfungsi sebagai pendorong inovasi dan kreativitas. Dengan memanfaatkan
keberagaman perspektif dan pengalaman anggota tim, pemimpin inklusif
mampu menciptakan solusi yang adaptif dan inovatif untuk menghadapi
tantangan yang kompleks (Andani & Wibawa, 2022:226). Fungsi ini
mendukung organisasi dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dan
responsif terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Lebih
jauh, kepemimpinan inklusif juga berfungsi sebagai pengintegrasi berbagai
perspektif dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa keputusan
organisasi mencerminkan aspirasi seluruh anggota, bukan hanya kelompok
tertentu (Dolphina et al., 2023:275). Dengan demikian, kepemimpinan
inklusif memfasilitasi kolaborasi, harmoni, dan kesetaraan dalam setiap

proses organisasi.

Fungsi kepemimpinan inklusif tidak hanya terbatas pada aspek manajerial,
tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan sosial yang krusial. Pemimpin
yang inklusif mampu membangun iklim kerja yang adil dan suportif,
meningkatkan motivasi, loyalitas, serta kinerja anggota organisasi secara
keseluruhan (Ramadhan & Wulandari, 2025:348). Selain itu, penerapan
prinsip-prinsip kepemimpinan inklusif membantu organisasi menjadi lebih
adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi karena mampu menghargai
keberagaman, mendorong partisipasi aktif, dan mengoptimalkan potensi
seluruh anggota. Dengan kata lain, kepemimpinan inklusif berfungsi sebagai
fondasi penting dalam membangun organisasi yang efektif, humanis, dan

berkelanjutan.

2.3 Teori Kepemimpinan Inklusif

Kepemimpinan inklusif merupakan gaya kepemimpinan yang menekankan
penerimaan terhadap keberagaman, keadilan, empati, serta partisipasi
seluruh individu dalam organisasi. Pemimpin inklusif berupaya menciptakan

lingkungan yang aman secara psikologis, terbuka terhadap perbedaan, serta
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menghargai setiap kontribusi individu tanpa diskriminasi. Pendekatan ini
berorientasi pada hubungan manusiawi yang mengedepankan kepercayaan,
keterlibatan, dan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dengan

kesejahteraan anggota.

Beberapa ahli telah mengemukakan pandangan yang berbeda namun saling
melengkapi terkait kepemimpinan inklusif, di antaranya Randel et al.
(2018), Carmeli et al. (2010), dan Hollander (2009). Ketiganya sama-sama
menyoroti pentingnya kehadiran pemimpin yang empatik, terbuka, serta
mampu membangun kolaborasi yang sehat dalam lingkungan kerja.

1. Randel et,al. (2018)

Kepemimpinan Inklusif didefinisikan oleh (Randel et al., 2018:198). Dalam
karyanya Inclusive Leadership: Realizing Positive Outcomes through
Belongingness and Uniqueness and Balance memperkenalkan pendekatan
psikologis terhadap kepemimpinan inklusif. Menurutnya, kepemimpinan
inklusif bukan hanya tentang membuka ruang partisipasi, tetapi juga tentang
bagaimana pemimpin mampu menyeimbangkan dua kebutuhan dasar
manusia, yaitu rasa diterima dan pengakuan terhadap keunikan individu.
Konsep ini dibangun di atas tiga dimensi utama, yaitu Rasa Diterima
(Belongingness), Keunikan Individu (Uniqueness), dan Keseimbangan
(Balance). Untuk mengukur penerapan dimensi-dimensi ini secara spesifik
dalam konteks pelayanan publik, penelitian ini mengoperasionalisasikannya
menggunakan kerangka Responsivitas Pelayanan Publik (Public Service

Responsiveness Theory) dari De Vries (2016:84).

Kerangka De Vries relevan karena ia memfokuskan pada perilaku adaptif

pemimpin sektor publik terhadap masyarakat, yang dapat dipetakan sebagai

berikut:

1. Rasa Diterima (Belongingness) Penerapan dimensi ini diukur dari
sejauh mana pemimpin menunjukkan perhatian dan empati terhadap
kebutuhan kelompok rentan, sehingga mereka merasa dihargai dan

menjadi bagian dari organisasi.
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2. Keunikan Individu (Uniqueness) Penerapan dimensi ini diukur dari
kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan layanan pertanahan sesuai
dengan karakteristik dan kebutuhan unik setiap individu, termasuk
penyandang disabilitas dan lansia.

3. Keseimbangan (Balance) Penerapan dimensi ini diukur dari tanggung
jawab pemimpin dan kebijakan yang adil dalam memastikan layanan
yang diberikan, sehingga tercipta harmoni antara kepentingan individu

dan kolektif dalam organisasi.

2. Carmeli et al. (2010)

Carmeli et al. (2010:250) dalam penelitian berjudul Inclusive Leadership
and Employee Involvement in Creative Tasks in the Workplace menjelaskan
bahwa kepemimpinan inklusif adalah perilaku pemimpin yang mendorong
rasa aman psikologis dan keterlibatan anggota organisasi dalam proses
kreatif. Menurut mereka, pemimpin yang inklusif tidak hanya berorientasi
pada pencapaian target, tetapi juga pada penciptaan hubungan emosional
yang kuat antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin seperti ini membuka
ruang dialog, mendengarkan aspirasi, serta menunjukkan empati terhadap

permasalahan individu di lingkungan kerjanya.

Adapun indikator utama yang dikemukakan oleh Carmeli et al. (2010:250)
terdiri atas:

1. Keterbukaan (Openness) menunjukkan sikap pemimpin yang terbuka
terhadap ide, pandangan, maupun kritik dari anggota organisasi.
Pemimpin yang terbuka menumbuhkan kepercayaan dan mendorong
komunikasi dua arah yang sehat.

2. Aksesibilitas (Accessibility) menggambarkan kemudahan bagi anggota
organisasi untuk berinteraksi dengan pemimpin. Pemimpin yang
aksesibel bersedia mendengarkan aspirasi, memberikan arahan secara
langsung, dan menumbuhkan rasa kedekatan dalam hubungan kerja.

3. Ketersediaan (Availability) Pemimpin yang berempati tahu kapan waktu

yang tepat untuk hadir dan memberikan dukungan, bukan hanya hadir
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secara fisik, tetapi juga hadir secara emosional ketika karyawan sedang
menghadapi tantangan.

Ketiga dimensi tersebut membentuk kerangka perilaku pemimpin inklusif
yang mampu menumbuhkan rasa saling percaya, partisipasi, dan kolaborasi

dalam organisasi.

3. Hollander (2009)

Hollander (2009:5) melalui bukunya Inclusive Leadership: The Essential
Leader Follower Relationship menyoroti kepemimpinan inklusif dari
perspektif hubungan sosial antara pemimpin dan pengikut. la menekankan
bahwa kepemimpinan bukanlah bentuk dominasi, tetapi interaksi timbal
balik yang saling memberi pengaruh dan saling menghargai. Dalam
pandangannya, keberhasilan organisasi terletak pada kualitas hubungan
manusia yang dibangun atas dasar rasa hormat, Kketerlibatan, dan

kepercayaan.

Adapun indikator utama kepemimpinan inklusif menurut Hollander
(2009:5) meliputi:

1. Saling Menghormati (Mutual Respect) mencerminkan hubungan kerja
yang didasari rasa saling menghargai antara pemimpin dan pengikut.

2. Keterlibatan Pengikut (Follower Involvement) menunjukkan peran aktif
anggota dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program
organisasi.

3. Pemberdayaan (Empowerment) menggambarkan upaya pemimpin
dalam memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anggota untuk

berkembang serta berkontribusi lebih besar.

Melalui tiga indikator ini, Hollander menegaskan bahwa kepemimpinan
inklusif menuntut keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam menciptakan
hubungan kerja yang saling mendukung dan berorientasi pada pencapaian

bersama.
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Dari ketiga teori tersebut, penelitian ini menggunakan teori Randel et al.
(2018:198) sebagai landasan utama, karena teori ini secara komprehensif
menggambarkan kepemimpinan inklusif melalui tiga dimensi utama: Rasa
Diterima  (Belongingness), Keunikan Individu (Uniqueness), dan
Keseimbangan (Balance). Ketiga dimensi tersebut dinilai paling relevan
dalam menganalisis penerapan kepemimpinan inklusif di Kantor Pertanahan
Kota Bandar Lampung, khususnya dalam menciptakan pelayanan
pertanahan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh

lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

2.4 Tinjauan Pelayanan Pertanahan

2.4.1 Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah proses penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah
atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam
bentuk barang, jasa, atau pelayanan administratif. Menurut Firdausijah &
Priatna (2020:10), pelayanan publik merupakan sarana utama bagi pemerintah
dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dan memenuhi
ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hal ini
sejalan dengan pandangan Dewi & Suparno (2020:46), yang menekankan
bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya bertujuan untuk
menyediakan barang, jasa, dan pelayanan administrasi, tetapi juga untuk

memastikan hak sipil setiap warga negara terpenuhi secara adil dan merata.

Lebih lanjut, pelayanan publik harus dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat tanpa diskriminasi, serta dilaksanakan dengan prinsip
profesionalisme, transparansi, dan etika yang tinggi. Lintang & Suherman
(2023:36) menambahkan bahwa standar pelayanan publik berfungsi sebagai
pedoman operasional yang menjamin kualitas layanan, mencakup aspek
kecepatan, ketepatan, keadilan, dan kepuasan masyarakat. Dengan demikian,

pelayanan publik yang efektif tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat
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secara optimal, tetapi juga mampu menciptakan kepercayaan, partisipasi, dan
rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh layanan yang mereka
butuhkan.

2.4.2 Pelayanan Pertanahan

Menurut Afifuddin & Lestari (2022:72), pelayanan pertanahan adalah bentuk
pelaksanaan fungsi negara dalam memberikan kepastian hukum atas hak
kepemilikan tanah kepada masyarakat. Pelayanan ini diselenggarakan oleh
Kantor Pertanahan sebagai bagian dari Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN), vyang bertugas
menyelenggarakan urusan pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat hak milik,
pengukuran tanah, pemecahan atau penggabungan bidang, hingga pelayanan

informasi pertanahan lainnya.

Layanan pertanahan yang ideal seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip
good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas,
efisiensi, serta inklusivitas. Penilaian terhadap kualitas pelayanan ini erat
kaitannya dengan tingkat kepuasan masyarakat, kecepatan proses, kemudahan
akses, dan kejelasan prosedur. Dalam praktiknya, masih banyak tantangan
yang dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan
proses administrasi, hingga kurangnya pemanfaatan teknologi informasi
secara optimal (Afifuddin & Lestari, 2022:166).

2.4.3 Layanan Inklusif

Menurut Dwiyanto (2015:4), pelayanan inklusif adalah sebuah sistem
pelayanan yang dirancang untuk menghilangkan semua hambatan yang
dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Pelayanan inklusif

tidak hanya berorientasi pada pemerataan, tetapi juga menekankan pentingnya
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keadilan dan keberpihakan terhadap mereka yang selama ini terpinggirkan
dalam sistem pelayanan.

Menurut Ramadhan & Widowati (2024:14), pelayanan inklusif ialah sistem
pelayanan publik yang dirancang untuk menghilangkan hambatan akses bagi
seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas, lanjut usia, dan
masyarakat miskin. Mereka menemukan bahwa banyak hambatan akses
muncul akibat prosedur administratif kompleks, infrastruktur tidak ramah
disabilitas, serta kurangnya kepekaan terhadap kelompok marjinal dalam
desain layanan publik.

Lebih lanjut, pelayanan inklusif juga memiliki lima karakteristik utama, yaitu
Menurut Dwiyanto (2015:9), tingkat inklusivitas suatu layanan dapat diukur
melalui dua indikator utama, yaitu representasi dan distribusi. Representasi
menunjukkan sejauh mana keberagaman masyarakat terwakili dalam sistem
pelayanan publik, baik dari segi partisipasi maupun akses terhadap proses
pengambilan keputusan. Sementara itu, distribusi mencerminkan sejauh mana
pemanfaatan layanan tersebar secara adil di antara seluruh kelompok
masyarakat tanpa didominasi oleh kelompok tertentu. Kedua indikator ini
penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik benar-benar
mencerminkan prinsip keadilan sosial dan tidak meninggalkan kelompok

rentan dalam prosesnya (Ramadhan & Widowati, 2024:14).

2.5 Tinjauan Kelompok Rentan

2.5.1 Definisi Kelompok Rentan

Kelompok rentan adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam
menikmati kehidupan yang layak, baik karena faktor fisik, sosial, ekonomi,
maupun lingkungan. kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi
hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak
(Humaedi, Wibowo, & Raharjo, 2022:85).
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Selaras dengan itu Novitasari & Mulyanto (2022:88), menyatakan bahawa
kelompok rentan adalah kelompok yang dalam situasi tertentu tidak mampu
melindungi diri mereka sendiri dari tekanan dan kerugian yang ditimbulkan
oleh suatu peristiwa bencana Kategori yang termasuk dalam kelompok rentan
antara lain adalah anak-anak, lansia, perempuan (terutama yang sedang hamil

atau menyusui), penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin.

2.5.2 Jenis Kelompok Rentan

kelompok rentan adalah golongan masyarakat yang karena kondisi tertentu
memerlukan perlindungan dan perlakuan lebih dalam pemenuhan hak-
haknya. Dalam penjelasannya, kelompok yang termasuk rentan antara lain
lanjut usia, fakir miskin, wanita hamil, anak-anak, serta penyandang
disabilitas. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa
individu dalam kategori tersebut memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan
khusus sesuai dengan kebutuhannya. Kategori kelompok rentan ini diatur
secara jelas untuk memastikan adanya perhatian khusus dari negara. Dengan
demikian, posisi lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, fakir miskin,
maupun perempuan hamil ditempatkan sebagai subjek yang harus
memperoleh perlindungan tambahan dari segi hukum, sosial, maupun
kebijakan publik. Hal ini penting karena keterbatasan yang mereka miliki
berimplikasi pada tingginya risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari
(Irwan & Haris, 2022:6).

2.5.3 Kelompok Lansia

Kelompok lanjut usia (lansia) merupakan bagian dari masyarakat yang

mengalami proses penuaan secara alami yang ditandai dengan berbagai
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perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Proses penuaan menyebabkan
penurunan fungsi organ tubuh, berkurangnya daya tahan fisik, serta
perubahan peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini
menjadikan lansia sebagai kelompok yang memiliki karakteristik dan
kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan kelompok usia produktif .
Secara umum, lanjut usia dipahami sebagai individu yang telah berusia lebih
dari 60 tahun. Batasan usia ini digunakan secara luas dalam kajian akademik
di Indonesia untuk menunjukkan fase kehidupan ketika seseorang mulai
mengalami penurunan kemampuan fisik, kesehatan, dan kemandirian sosial
(Sari & Harahap, 2019:112-113).

Dalam kehidupan sehari-hari, lansia sering menghadapi berbagai
permasalahan, seperti keterbatasan mobilitas, penurunan kondisi kesehatan,
berkurangnya aktivitas sosial, serta meningkatnya ketergantungan pada
keluarga dan lingkungan sekitar. Apabila tidak diimbangi dengan dukungan
sosial yang memadai, kondisi tersebut dapat menempatkan lansia dalam
kehidupan bermasyarakat Selain itu, perubahan sosial dan perkembangan
sistem pelayanan modern turut memengaruhi kehidupan kelompok lanjut
usia. Keterbatasan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, termasuk dalam
memahami prosedur administrasi dan informasi, menyebabkan sebagian
lansia mengalami kesulitan dalam mengakses layanan. Oleh karena itu, lansia
sering dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus
agar tetap dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat (Putri,
2020:48).

2.6 Kerangka Fikir

Ketiga indikator kepemimpinan inklusif menurut Randel et al. 2018 dengan
indikator-indikatornya dikembangkan berdasarkan konsep De Vries 2016 menjadi
acuan untuk menganalisis Implementasi kepemimpinan Inklusif dalam layanan
pertanahan untuk kelompok lanjut usia di Kantor Pertanahan Kota Bandar

Lampung.



Hambatan Layanan Pertanahan
Bagi kelompok Lanjut Usia

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN
INKLUSIF DALAM LAYANAN
PERTANAHAN UNTUK KELOMPOK
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I11. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih
karena mampu menggali dan memahami fenomena secara mendalam melalui
interaksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh
pemahaman yang utuh mengenai makna, persepsi, dan pengalaman para informan.
Menurut Sugiyono (2019:9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
bertujuan memahami fenomena secara menyeluruh dan mendalam, menggunakan
pendekatan induktif di mana teori dikembangkan dari data lapangan. Peneliti
berinteraksi langsung dengan partisipan untuk memperoleh informasi yang kaya
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta fokus pada makna dan

konteks daripada generalisasi.

3.2 Fokus Penelitian

Pada dasarnya masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus.
Fokus penelitian menurut Moleong (2017:42) adalah sebagai pusat perhatian yang
dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi
pembiasan yang mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti. Penetapan
fokus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data-data yang akan
dikumpulkan, di analisis dalam suatu bentuk penelitian. Hal ini dilakukan untuk
membantu peneliti mengetahui kemana peneliti akan dibawa atau ke arah mana

penelitian akan dilakukan.
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Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bentuk kepemimpinan inklusif
dalam penyelenggaraan layanan pertanahan di Kota Bandar Lampung , dengan
melihat apakah pola kepemimpinan yang diterapkan benar-benar mencerminkan
prinsip inklusivitas atau tidak. Sebagai dasar analisis, penelitian ini menggunakan
kerangka kepemimpinan inklusif yang dikemukakan oleh Randel et,al. 2018
dengan indikator-indikatornya dikembangkan berdasarkan konsep De Vries 2016:

1. Rasa Diterima (Belongingness):
Penerapan dimensi ini diukur dari sejauh mana pemimpin menunjukkan
perhatian dan empati terhadap kebutuhan kelompok lansia, sehingga mereka
merasa dihargai dan menjadi bagian dari organisasi.

2. Keunikan Individu (Uniqueness):
Penerapan dimensi ini diukur dari kemampuan pemimpin untuk
menyesuaikan layanan pertanahan sesuai dengan karakteristik, latar belakang,
dan kebutuhan unik setiap individu, termasuk penyandang disabilitas dan
lansia.

3. Keseimbangan (Balance):
Penerapan dimensi ini diukur dari tanggung jawab pemimpin dalam
memastikan layanan diberikan secara adil dan konsisten, sehingga tercipta

harmoni antara kepentingan individu dan kolektif dalam organisasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat pelaksanaan kegiatan penelitian yang dipilih
peneliti sebagai sumber data utama dalam menjawab fokus penelitian. Penelitian
ini berlokasi di Kota Bandar Lampung yang beralamat di JI. Drs. Warsito No. 5,
Bandar Lampung 35215, sebagai instansi pemerintah yang memberikan

pelayanan pertanahan kepada masyarakat, termasuk kelompok lansia.
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3.4 Jenis dan Sumber data

Untuk mendapatkan suatu data tentu memerlukan suatu teknik agar data yang di
dapat sesuai dengan standar apa yang dibutuhkan. Simangunsong (2016)
menyebutkan bahwa jenis data berdasarkan sumbernya ada dua yaitu data primer
dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer sering disebut sebagai “first-hand-information”, yaitu data atau

dokumen mentah dari informan. Data yang diperoleh dari situasi yang aktual

ketika peristiwa tersebut terjadi. Biasanya sumber data primer adalah individu,
kumpulan informan, dan kelompok fokus.

1. Penerapan Layanan Inklusif: Informasi mengenai prosedur, mekanisme,
serta kendala dalam layanan pertanahan yang inklusif, termasuk proses
pembuatan sertifikat dan konsultasi bagi kelompok lansia.

2. Kepemimpinan Inklusif: Data mengenai peran, dan sikap pimpinan Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam mendorong layanan inklusif dan
memastikan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok
lansia dan penyandang disabilitas.

3. Yayasan Langit Sapta: Informasi terkait peran pendampingan, fasilitasi
komunikasi, dan hambatan yang ditemui dalam kerja sama untuk
mendukung layanan inklusif.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua, yang berarti

data dapat diperoleh bukan dari sumber utamanya. Biasanya disertakan

keterangan “kutip, dilansir dan dirujuk”. Data sekunder dalam penelitian ini

Data ini berfungsi sebagai basis validasi dan latar belakang, meliputi:

1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

2. Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
dan Pengaturan Pertanahan

3. Pasal 6 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Jumlah penduduk dan kelompok rentan (BPS, 2024).
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5. Top 20 Kampanye Publik Akselerasi Pelayanan Publik Inklusif Tahun
2024 (Kementerian PANRB, 2024)
6. Laporan internal Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung mengenai

jumlah pengguna layanan inklusif.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:289), informan penelitian adalah orang yang
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan mendalam tentang
objek penelitian dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Pemilihan
informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu,
bukan secara acak.

Berdasarkan penentuan tersebut, maka informan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Tabel 3. Data Informan

No. Informan Nama Informan

! Pimpinan Kantor Pertanahan gaé)alfwsgom Erbin Mart Rajagukguk,
Kota Bandar Lampung. R

2 Koorsub Umum dan Bapak Ariyanto
Kepegawaian Kantor Pertanahan
Kota Bandar Lampung.

3 Ibu Nadian Mareta, S.H.

Pegawai Kantor Pertanahan Kota

Ibu Vera Septiani, S.E.
Bandar Lampung.

4 Pengurus Yayasan Langit Sapta. lbu Endah Sari,S.H.
> Lansia Pengguna Layanan ﬁ)ipa,\l;:r‘il;rgt'in
Inklusif Kota Bandar Lampung. Ibu Nurlela

Diolah peneliti 2025
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Pada tahap penentuan informan penelitian, peneliti memilih pihak-pihak yang
terlibat langsung dalam penerapan layanan pertanahan inklusif di Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung, serta pihak-pihak yang memiliki keterlibatan
dalam mendukung aksesibilitas layanan bagi kelompok lansia. Informan dipilih
berdasarkan relevansi bidang tugas dan peran mereka terhadap fokus penelitian,
yaitu pimpinan dan pegawai Kantor Pertanahan yang mengetahui perumusan
kebijakan dan pelaksanaan prosedur layanan inklusif, pengurus Yayasan Langit
Sapta yang berperan dalam pendampingan kelompok rentan termasuk lansia, serta
pengguna layanan inklusif sebagai pihak yang mengalami langsung proses
pelayanan. Pemilihan informan ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat
memberikan gambaran menyeluruh mengenai Implementasi kepemimpinan

inklusif di Kantor Pertanahan Bandar Lampung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:
1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai proses interaksi antara peneliti dan informan
melalui kegiatan tanya jawab untuk bertukar informasi dan pandangan mengenai
suatu topik tertentu (Sugiyono,2019:304). Teknik ini digunakan untuk
memperoleh data yang lebih mendalam, khususnya informasi yang tidak bisa
didapat sepenuhnya melalui studi dokumentasi. Selain itu, wawancara juga
dimanfaatkan untuk mendapatkan Klarifikasi dan penjelasan tambahan terkait
fenomena layanan pertanahan inklusif. Dalam penelitian ini, wawancara
dilakukan secara semi terstruktur dengan panduan wawancara yang disusun
berdasarkan indikator kepemimpinan inklusif Randel et al., sehingga semua
pertanyaan kunci terkait penerapan kepemimpinan inklusif dalam layanan
pertanahan bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas dapat terjawab.

Wawancara difokuskan pada penggalian informasi mengenai penerapan layanan
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inklusif, dan sikap pimpinan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, serta
kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh informasi dalam bentuk arsip, dokumen, catatan, laporan, atau
gambar yang dapat menjadi bukti nyata dan mendukung penelitian (Sugiyono,
2019:196). Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dimanfaatkan sebagai acuan
untuk menelusuri fenomena layanan pertanahan inklusif serta penerapan
kepemimpinan inklusif di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Dokumen
yang dikaji meliputi regulasi terkait pelayanan pertanahan, dokumentasi juga
digunakan sebagai bahan validasi terhadap informasi yang diperoleh melalui
wawancara semi terstruktur, sehingga setiap temuan dari informan dapat
dibandingkan dengan bukti tertulis. Proses dokumentasi ini dilakukan secara
sistematis sebelum, selama, dan setelah kegiatan wawancara untuk memastikan

data yang diperoleh lengkap dan akurat.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2017:203), observasi adalah teknik pengumpulan data dengan
mengamati secara langsung objek penelitian (perilaku, proses, fenomena) secara
sistematis untuk memahami makna di baliknya, Observasi dilakukan untuk
mengamati secara langsung proses pelayanan pertanahan, interaksi antara petugas
dan pemohon, serta sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung
aksesibilitas bagi kelompok lansia di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.
Dengan observasi, peneliti dapat menangkap situasi nyata di lapangan yang
mungkin tidak terungkap dalam wawancara, sehingga memperkaya temuan

penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan tahapan penting yang dilakukan peneliti untuk

mengubah data mentah hasil pengumpulan di lapangan menjadi informasi yang
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terstruktur, rapi, dan siap dianalisis. Menurut Sugiyono (2019:224), pengolahan
data adalah proses mengorganisasikan data ke dalam bentuk yang lebih sistematis
sehingga dapat memberikan makna, mempermudah pembacaan, dan mendukung

penarikan kesimpulan penelitian.

Pada penelitian ini, data yang terkumpul berasal dari hasil wawancara mendalam
dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Yayasan Langit
Sapta dan dokumentasi berupa foto kegiatan, arsip, dan laporan. Proses

pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Pemeriksaan Data

Pada tahap awal, peneliti memeriksa seluruh data yang diperoleh untuk
memastikan kelengkapan, kejelasan, konsistensi, dan relevansinya dengan fokus
penelitian. Jika ditemukan data wawancara yang kurang jelas, peneliti akan
melakukan konfirmasi ulang kepada informan, baik melalui komunikasi lanjutan

maupun kunjungan kembali ke lapangan.
2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk menemukan makna dan hasil penelitian, Tahap
ini tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi juga
diolah sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian. Setelah data terkumpul dan
diolah oleh peneliti melalui proses editing, peneliti mencoba untuk
menginterpetasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara

hasil wawancara dan dokumentasi.

3.8 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan
Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019:320) menjelaskan bahwa
aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-
menerus hingga diperoleh data yang jenuh. Model ini meliputi beberapa langkah,

yaitu:
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1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada aspek-aspek penting sesuai tema dan polanya, serta
membuang data yang tidak diperlukan atau tidak relevan dengan pembahasan
(Sugiyono, 2019:321). Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat lebih
mudah menemukan inti permasalahan dan memberikan gambaran yang lebih jelas
mengenai fokus penelitian, sekaligus memudahkan dalam proses pengumpulan
data berikutnya. Secara khusus, reduksi data diarahkan untuk mengklasifikasikan
data hasil wawancara dan dokumentasi ke dalam 3 faktor utama dalam kerangka
(Randel et al., 2018:198)

1. Rasa Diterima (Belongingness):
diukur dari sejauh mana pemimpin menunjukkan perhatian dan empati
Keunikan
2. Keunikan Individu (Uniqueness):
diukur dari kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan layanan.
3. Keseimbangan (Balance):
diukur dari tanggung jawab pemimpin dan kebijakan yang adil dalam

memastikan layanan diberikan.

2. Penyajian data

Sugiyono (2019:243) menjelaskan bahwa “the most frequent form of display data
for qualitative research data in the past has been narrative text”, yang berarti
bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif
adalah teks naratif. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dengan tujuan
untuk  menggambarkan penerapan layanan pertanahan inklusif serta
kepemimpinan inklusif di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Data yang
diperolen melalui wawancara semi terstruktur dengan informan kunci dan
disajikan dalam bentuk deskriptif, serta dianalisis menggunakan indikator
kepemimpinan inklusif Randel et,al (2018) Penyajian ini bertujuan untuk menilai
penerapan implementasi layanan inklusif bagi kelompok masyarakat, serta

menghubungkan temuan dengan kerangka teori kepemimpinan inklusif, sehingga
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diperoleh analisis dan rekomendasi penerapan kepemimpinan inklusif yang lebih
efektif.

3. Penarikan Kesimpulan

Sugiyono (2019:245) menyatakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif
berpotensi menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal, hamun juga
bisa saja tidak sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Hal ini disebabkan karena
masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan
dapat berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang
dibuat sejak awal penelitian didukung oleh data yang valid dan konsisten ketika
peneliti melakukan verifikasi, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan
kredibel atau dapat dipercaya. Dalam proses ini, peneliti akan menyajikan data
pendukung yang valid agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat

kepercayaan yang tinggi.

3.9 Teknik Keabsahan data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,
peneliti  melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah
dikumpulkan. Sugiyono (2019:267) menjelaskan bahwa validitas merupakan
tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang
dilaporkan oleh peneliti. Uji keabsahan data menjadi aspek penting dalam
penelitian kualitatif karena berfungsi untuk memastikan bahwa hasil penelitian
benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Oleh
karena itu, peneliti berupaya menjaga keaslian, keakuratan, dan kejujuran data

melalui proses verifikasi yang cermat selama penelitian berlangsung.
Menurut Sugiyono (2019:269), triangulasi dapat dibagi menjadi tiga, antara lain:

1. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
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2. Triangulasi Teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan melakukan cara
mengecek kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu, yaitu waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data,
saat pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan
pengecekan dengan wawancara, observasi atau Teknik lain dalam waktu atau

situasi yang berbeda.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai
metode utama untuk menguji keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan
dengan cara membandingkan dan memeriksa kesesuaian informasi yang
diperoleh dari berbagai narasumber yang berbeda namun membahas topik yang
sama. Melalui teknik ini, peneliti membandingkan hasil wawancara dan data dari
pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Yayasan Langit Sapta, serta
masyarakat pengguna layanan inklusif Kota Bandar Lampung. Tujuan dari
penerapan triangulasi sumber ini adalah untuk memastikan bahwa data yang
diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi. Dengan
demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara akurat
realitas kepemimpinan pemerintah dalam mewujudkan layanan pertanahan yang

inklusif di Kota Bandar Lampung.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi kepemimpinan inklusif dalam layanan pertanahan untuk kelompok

lansia di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa

penerapan nya sudah inklusif nilai-nilai kepemimpinan inklusif telah diterapkan

melalui tiga dimensi utama menurut Randel (2018).

1.

Rasa Diterima (Belongingness) Dimensi Rasa Diterima tercermin dari
perhatian dan empati pemimpin yang diwujudkan melalui arahan agar
pegawai memberikan pelayanan yang ramah, humanis, dan tidak
diskriminatif kepada pemohon dari kelompok lansia. Hal ini ditunjukkan
melalui penerimaan yang terbuka terhadap kehadiran pendamping bagi
pemohon disabilitas, penyediaan penerjemah bahasa isyarat, serta
komunikasi efektif dan non-diskriminatif antara pegawai dan masyarakat.

Keunikan Individu (Uniqueness) Dimensi Keunikan Individu tampak dari
upaya kantor dalam menyesuaikan prosedur layanan dengan kebutuhan
personal setiap pemohon (Penyesuaian Layanan). Contoh implementasinya
adalah menyediakan pendampingan khusus, membantu pengisian dokumen
bagi pemohon yang kesulitan membaca atau menulis, serta memberikan
ruang adaptasi bagi penyandang disabilitas sensorik, termasuk penyediaan
Layanan Antar Sertifikat (LANTAH). Penyesuaian ini menunjukkan bahwa
pemimpin mendorong pegawai untuk memahami keragaman karakteristik

masyarakat, sehingga pelayanan tidak diberikan secara seragam, melainkan
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disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu untuk mencapai
keadilan proporsional.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keseimbangan tercermin
dari komitmen pemimpin dalam menjaga keadilan prosedural dan
konsistensi layanan sambil mempertimbangkan kebutuhan individu. Hal
ini diwujudkan melalui akses struktural seperti Pelayanan Akhir Pekan,
kebijakan adil berupa pembagian tugas pegawai dan penyesuaian
penyampaian informasi tanpa mengubah alur prosedur, serta fasilitas baca
bagi lansia. Meskipun penyesuaian telah dilakukan, proses pelayanan
masih relatif lama, menunjukkan perlunya penguatan efektivitas waktu
agar layanan yang adil dan responsif dapat terwujud.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah peneliti paparkan, maka

saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kecepatan
pelayanan, khususnya bagi pemohon lanjut usia. Secara ideal, waktu penyelesaian
layanan adalah 2 bulan kerja, namun dalam praktiknya proses pelayanan di Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung masih dapat berlangsung hingga sekitar 3
bulan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar pelayanan dapat berjalan lebih
efektif dan tidak memberatkan pemohon lansia.

Selain itu, Kantor Pertanahan diharapkan melakukan penyesuaian pada prosedur
dan mekanisme kerja agar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh
pemohon. Penyederhanaan ini harus tetap mempertimbangkan keberagaman
kebutuhan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar
mencerminkan nilai rasa diterima, penghargaan terhadap keunikan individu, dan

keadilan dalam pelayanan.
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